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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesediaan fasilitas harus memadai untuk memenuhi kebutuan hidup
masyarat terlebih dengan adanya kenaikan jumblah penduduk yang berlangsung
secara berkala di Indonesia. Pemerintah dan sektor komersial selalu berinovasi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang petualangan
pengiriman barang. Hal ini menimbulkan kemudahan untuk konsumen membeli
barang atau mengirim barang dalam jarak jauh dengan menggunakan ekspedisi di
berbagai wilayah di Indonesia namun.

Pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai sasaran utama dalam kegiatan
bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, baik melalui strategi
promosi, teknik pemasaran, maupun penggunaan perjanjian baku yang seringkali
merugikan pihak konsumen. Salah satu kelemahan utama konsumen terletak pada
minimnya pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dimilikinya.? Hal ini
dikarenakan pemahaman konsumen masih kurang. Oleh karena itu, dalam

Tambahan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999 dari Pemerintah Federal, terdapat

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

! Isnadya Muharromah,”Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Pos Aja Sebagai Upaya
Menjaga DayaSaing Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia”Jurnal ilmiah Wahana
Pendidikan, 2024, Vol.10, No.2, him.473

2 Devi Widya, “Analisis Pelindungan Konsumen Terhadap Dicantumkannya Klausula Baku
Dalam Perjanjian”, Jurnal Intelek dan Cendikiawan,2024, Vol.1 No.2, hlm 7



Akar permasalahan ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-
haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) yang selanjutnya disebut
UU PK diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan konsumen.
Menurut Pasal 1 angka (1) UU PK, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai
berikut:?

“perlindungan konsumen adalah setiap upaya untuk memberikan kejelasan

hukum dalam rangka melindungi konsumen”

Kepastian tersebut meliputi segala upaya berdasarkan undang-undang untuk
memberdayakan konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap kebutuhan
barang dan/atau jasa serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh
pelaku usaha. UU PK menjelaskan tujuan perlindungan konsumen yang tertuang
dalam Pasal 3 UU PK yang menyatakan bahwa:*

“salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk membangun sistem
perlindungan konsumen yang mencakup aspek transparansi informasi,

kepastian hukum, dan akses informasi”.

3 Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam
Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara NO. 3821

4 Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam
Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara NO. 3821



Maksud dari pasal tersebut adalah hak dan kewajiban konsumen serta
pelaku usaha yang telah diatur dalam UU PK dimaksudkan sebagai pedoman yang
harus dipatuhi oleh konsumen dan pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran
hukum dalam UU PK, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan baik kepada
satu atau sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM), maupun instansi terkait. UU PK juga telah memberikan
akses penyelesaian sengketa melalui BPSK. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa
konsumen diupayakan melalui jalur perdamaian, sehingga dapat memuaskan para
pihak yang bersengketa.’ Terdapat dua pilihan hukum yang tersedia bagi para pihak
dalam kasus sengketa konsumen: non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (di
pengadilan). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga
yang menangani kasus non-litigasi atau di luar pengadilan. Pemerintah membentuk
BPSK sebagai lembaga yang menangani masalah konsumen; lembaga ini bukan

bagian dari lembaga peradilan.®

Akan tetapi, tidak perlu melakukan atau

menjalankan praktik penyelesaian konflik di luar pengadilan terlebih dahulu.’
BPSK adalah lembaga yang bertugas mengelola dan menyelesaikan

pengaduan konsumen. Sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya

lima orang yang merupakan unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur badan

usaha yang menjadi anggota BPSK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas
Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 291

6 Susanti Adi Nugrohho,Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Tahun
2008, him. 74

7 Mia Hadiati, Mariske Myeke Tampi. “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa
konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta.” Jurnal Hukum
Prioris. Vol. 6. No. 1,2017, hlm. 70



berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK.® Putusan BPSK
memuat contoh pelaku usaha yang merugikan konsumen dan dapat dikenakan
sanksi perdata. Keberadaannya tetap penting, tidak hanya untuk mengakui hak
konsumen yang harus dilindungi dalam penyelesaian sengketa konsumen yang
tepat, tetapi juga untuk mengawasi pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha
(one-sided standard form contract) dan mendorong kepatuhan pelaku usaha
terhadap UU PK.

Berdasarkan definisi di atas, litigasi merupakan salah satu cara penyelesaian
sengketa. Jika salah satu pihak merasa hak-haknya telah dilanggar atau dirugikan,
maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atau mengajukan klaim atas hak-
haknya melalui jalur hukum. Tindakan untuk mendapatkan perlindungan hak yang
diberikan oleh pengadilan disebut dengan gugatan hak. Tujuan dari prosedur
pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang tidak dapat diubah, yang
secara definitif akan menetapkan hak-hak dan hubungan hukum para pihak terkait
dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemampuan hakim untuk menegakkan
kepatuhan terhadap hukum perdata substantif diatur oleh Hukum Acara Perdata.
Dengan kata lain, hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang
menetapkan cara untuk memastikan penerapan hukum perdata material. Secara
lebih spesifik, hukum acara perdata mengatur proses pengajuan gugatan hak,
peninjauan dan putusan, serta pelaksanaan putusan. Tindakan untuk mendapatkan
perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna menghindari

eigenrichting atau penilaian diri sendiri merupakan satu-satunya hal yang menjadi

8 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.
143



dasar gugatan hak dalam situasi ini.

Tidak ada ketentuan yang membatasi syarat dan pokok gugatan, tata cara
dan bentuk gugatan, serta cara pembuatan gugatan, sehingga Pasal 118 HIR/142
RBg hanya mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan.” Saat memberikan
putusan, hakim dapat memutuskan untuk menyetujui gugatan, menolaknya, atau
menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard), yang selanjutnya disingkat menjadi TIDAK. Putusan TIDAK
menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat secara formal dan karenanya tidak
dapat diterima. Kesalahan in persona, seperti diskualifikasi in persona (penggugat
tidak memiliki kedudukan hukum), gemis aanhoedanigheid (pihak yang ditunjuk
sebagai tergugat tidak benar), atau plurium litis conssortium (pihak yang ditunjuk
sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap), merupakan beberapa faktor yang
menyebabkan penolakan gugatan.!® Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan
putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.

Adapun salah satu kasus hakim yang menjatuhkan putusan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) yakni terjadi di Pengadilan Negeri
Magelang pada putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd yakni antara
konsumen dan ekspedisi J&T yang dimana pihak J&T melakukan kelalaian

menghilangkan barang konsumen tersebut. Konsumen telah melakukan klaim

° R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005,
hlm. 9

10 Direktrat Jendral Kekayaan Negara, Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard):
Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan, diakses melalui : https:/www
djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankeijke-Verklaar
d-erbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan. html, diakses pada: 2021




asuransi senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga barang
senilai Rp.35.000.000.Berawal dari penggugat (konsumen) ingin melakukan
pengiriman barang ke Yogyakarta. Barang yang dikirim yakni berupa laptop Mac
Book dengan merk Apple seharga Rp.35.000.000. Pihak ekspedisi meminta
penggugat untuk melakukan klaim asuransi. Apabila terjadi kehilangan atau
kerusakan akibat kesalahan pihak ekspedisi, penggugat setuju untuk mengajukan
klaim asuransi. Khusus untuk J&T Cargo, jasa pengiriman akan mengganti barang
yang hilang atau rusak hingga nilai barang maksimal Rp200.000.000 jika
menggunakan asuransi. Penggantian tersebut, jika tidak menggunakan asuransi,
senilai 10 kali lipat biaya pengiriman atau hingga Rp2.000.000, tergantung pada
harga nominal terendah dari produk tersebut. Setelah barang dikirim, memiliki
waktu 7 hari kalender untuk mengajukan klaim.!!

Setelah beberapa waktu penggugat melacak lokasi pengantaran namun
penggugat merasa keanehan karena kurir telah sampai. Setelah diselidiki di ketahui
bahwa kurir memberikan barang tersebut kepada orang yang salah dan kurir tidak
menanyakan lebih lanjut kepada penerima barang hanya langsung memberikan
barang.'? Pelanggan yang mengalami kerugian mengajukan tuntutan kepada
perusahaan pelayaran (ekspeditur) atas kesalahannya. Apabila terjadi kesalahan
yang mengakibatkan kerugian, maka pelaku usaha telah melanggar perjanjian

ekspedisi yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, yaitu Perbuatan

" nspirasi Shopee, Cara Ganti Rugi Jasa Ekspedisi, diakses melalui: https://shopee.c o.id/
inspirasi-shopee/cara-ganti-rugi-jasa-ekspedisi-yang-didukung-shopee-jika-paket-rusak-atau-hila
ng/#t ~:text =Khusu s$%20untuk%20J&7%20 Cargo%2C%2 Openggantian,000 .000 %20(t
ergantung%20nominal %20terendah), diakses pada:8 Desember 2023
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Melawan Hukum (PMH). Perjanjian ekspedisi adalah kontrak tertulis atau lisan
yang menguraikan hak dan tanggung jawab pengirim dan ekspedisi. Perjanjian
ekspedisi adalah pengaturan yang saling menguntungkan di mana ekspedisi
mencarikan pengangkut untuk pengirim dan pengirim berkomitmen untuk
membayar sejumlah uang kepada ekspedisi.!> Pelanggan dapat meminta
pertanggungjawaban sesuai dengan hak hukumnya sebagai konsumen berdasarkan
UU PK apabila kecerobohan pelanggan PMH atau J&T mengakibatkan
pelanggaran Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 UU PK tentang klausula baku.

Berdasarkan kelalaian yang dilakukan pihak J&T di Malang maka
konsumen tersebut melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Terdapat tiga
cara penyelesaian sengketa dengan BPSK: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.'* Alih-
alih menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, para pihak
menggunakan mediasi. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan
prosedural untuk mengajukan gugatan jika salah satu atau kedua belah pihak yang
bersengketa tidak puas dengan putusan BPSK. Pihak penggugat merasa tidak puas
dengan hasil mediasi BPSK karena tergugat hanya menggnti kerugian senilai
Rp.4.500.000 sangat jauh dari harga barang yakni Rp.35.000.000."

Setelah itu penggugat melakukan gugatan ke pengadilan negeri Magelang

namun gugatan penggugat di tolak dengan alasan cacat formil. Cacat formil karena

13 Sebayang, R. P, Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara. Surabaya:
PT Anugrah Semesta Persada,2016, hIm. 90

14 Jayanto, “Efektifitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final
Dan Mengikat Berdasarkan UU PK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG
NOMOR 45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)”, E-Jurnal Untar, Vol.5 No.2,2022, hlm. 760
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merujuk pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK yang
pada subjudul ketentuan umum disebutkan bahwa yang dapat diajukan keberatan
hanyalah putusan arbitrase BPSK, sedangkan putusan BPSK Magelang yang
diajukan ke pengadilan adalah putusan mediasi, dengan demikian maka Majelis
Hakim menolak keberatan konsumen atas seluruhnya dan keputusan hasil mediasi
dari BPSK Magelang tidak dapat dicabut!'® Majelis Hakim mengeluarkan putusan
TIDAK dalam Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd., yang menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan dalam mekanisme
BPSK, khususnya penggunaan mediasi dan bukan arbitrase. Akibatnya, Penggugat
dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan wajib membayar biaya perkara, dan
putusan BPSK tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum tersebut penulis tertarik untuk
membahas lebih lanjut terkait pertimbangan yang hakim berikan karena amar
putusan tersebut merugikan pihak penggugat, maka dari itu penelitian ini secara
garis besar berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tdak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad) Atas Putusan Mediasi BPSK

(Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka timbulah suatu permasalahan yang akan

dibahas pada penelitian ini,yakni :

1.

Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putuasan Niet
Ontvankelijke Verklaard Terhadap Penyelesaian Perkara perlindungan
konsumen melalui Gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)?
Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap
Hasil Keputusan mediasi dari BPSK tidak dapat dibatalkan berdasarkan

Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1.

Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan
putuasan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap penyelesaian perkara
perlindungan konsumen melalui gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-
BPSK/2023/Pn.Mkd

Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan
konsumen terhadap hasil keputusan mediasi dari BPSK tidak dapat

dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis
Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah
bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

Lebih jauh lagi, jika hakim memutuskan untuk mengeluarkan putusan Niet
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Ontvankelijke Verklaard, hasil penelitian ini juga akan menambah pengetahuan
dan kontribusi bagi semua subjek hukum, khususnya di bidang perlindungan
hukum bagi konsumen terhadap tindakan ceroboh yang dilakukan oleh pihak
ekspedisi dan pengetahuan proses hukum.
2. Manfaat Praktis
Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat praktis baik bagi pelanggan maupun
pihak ekspedisi, khususnya konsumen yang mungkin mengalami kerugian
akibat kelalaian pihak ekspedisi. Serta mengetahui alur penyelesaian sengketa
konsumen agar konsumen tidak mengalami pertimbangan hakim menjatuhkan
putuasan Niet Ontvankelijke Verklaard. Diharap dapat menambah wawasan
bagi penulis dan pembaca tentang penyelesaian permasalahan sengketa di
BPSK agar tidak terjadinya kemungkinan pertimbangan hakim Niet
Ontvankelijke Verklaard dan menambah wawasan kepada konsumen akan hak-
hak konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
E. Ruang Lingkup
Perlindungan konsumen teradap ekspedisi yang lalai dalam mengirimkan
barang merupakan pristiwa hukum yang kerap kali terjadi, adapun BPSK berperan
dalam menangani permasalahan sengketa konsumen melalui mediasi. Pada kasus
tersebut tidak sedikit pihak yang merasa hak nya dirugikan pada hasil mediasi
BPSK mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Pihak penggugat dan piak
tergugat wajib memenuhi syarat formil dan materil agar gugatan dapat diterima oleh
hakim agar tidak terjadi Niet Ontvankelijk Verkiraad. Berdasarkan penjelasan

tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan terkait perlindungan konsumen
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sangatlah luas, maka ruang lingkup pembahasan pada penelitian skripsi ini dibatasi
pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklraad) atas putusan mediasi BPSK (Studi Kasus Putusan
No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)
F. Kerangka Teori
1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim
Mendapatkan keputusan merupakan tujuan akhir penyelesaian
sengketa di pengadilan. Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan
putusan sebagai pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim, yang
merupakan pejabat negara yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan di antara
para pihak.!” Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara
untuk meningkatkan mutu putusan hakim dan profesionalisme sistem
hukum. Hakim harus berhati-hati saat memberikan putusan. Hakim perlu
berfokus pada tiga faktor penting, keuntungan (zwachmatigheit), kepastian
(rechsecherheit), dan keadilan (gerechtigheit).’
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang sering disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman,
mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Pasal 1 UU
Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni, 2000, him. 158
18 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Jakarta:Ken
cana, 2012, hlm. 291
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keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semuanya dalam rangka
menegakkan hukum.

Mackenzie menyatakan bahwa hakim memiliki sejumlah ide atau
metode yang dapat mereka gunakan saat memberikan keputusan, yang
digunakan dalam putusan ini adalah:'’

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan dalam perdata, juga disebut sebagai konsep

keseimbangan, merupakan landasan hukum kontrak yang membantu

mencapai keadilan. Menurut gagasan ini, para pihak dalam
perjanjian harus menukar hak dan kewajiban secara proporsional.
b. Teori Ratio Decidendi

Teori ini adalah penalaran yang menjadi dasar putusan pengadilan

tentang bagaimana hukum berlaku pada fakta-fakta yang ada. Ratio

Decidendi dirumuskan dalam pilihan dan merupakan faktor penentu

dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun penulis menggunakan teori putusan hakim untuk menjawab
rumusan masalah yang pertama yakni dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan putuasan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap penyelesaian
perkara perlindungan konsumen melalui gugatan berdasarkan putusan

No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd).

19 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105-112
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2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon definisi perlindungan hukum adalah
pemeliharaan hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat manusia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.’® Ada dua jenis perlindungan:
perlindungan yang dihasilkan dari perintah pengadilan dan perlindungan
yang bersifat sementara.?! Perlindungan sementara adalah perlindungan
yang diberikan sebelum adanya putusan pengadilan oleh polisi, organisasi
sosial, atau pihak lain.?? Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan sebagai
perlindungan hukum yang represif atau preventif. Tujuan perlindungan
hukum yang represif adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa, yang
mencakup penanganannya di sistem peradilan, sedangkan tujuan
perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari sengketa dan,
tentu saja, tetap memandu proses pengambilan keputusan pemerintah.??

Menurut Hadjon, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk
menghindari perselisthan dengan memberikan kesempatan kepada setiap
orang untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah
ditetapkan. Sedangkan tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk
menyelesaikan konflik. Semua pihak dijamin oleh negara kemampuan

untuk menjalankan hak dan kepentingan hukumnya dalam perannya sebagai

20 Daffa Arya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” Jurnal
Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.2 No0.2,2023, hlm. 119

2 H.Salim H.S,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja
Grafindo,2017, him. 260

22 Ibid hlm. 260

23 Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya
Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta”: Journal of Intellectual Property Vol.1 No.1,2018, hlm. 15
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subjek hukum. Hal ini dikenal sebagai perlindungan hukum.?*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan teori
perlindungan hukum untuk menjadi acuan terhadap perindungan hukum
dari pertimbangan hakim menjatuhkan putuasan Niet Ontvankelijke
Verklaard terhadap penyelesaian perkara perlindungan konsumen melalui
gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd serta sebagai acuan
analisi akibat Hukumnya akankah dapat menjadi perlindungan hukum
kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan dari hasil keputusan BPSK
yang tidak dapat dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-

BPSK/2023/Pn.Mkd.

. Teori Penyelesaian Sengketa

Beberapa para ahli mengartikan sengketa dengan konflik. Richard
L. Abel menyebut sengketa dengan istilah tetap sengketa,namun Jeffrey
Z.Rubin menyebut sengketa dengan sebutan konflik. Jeffrey Z.Rubin
menjelaskan terjadinya sengketa karena adanya perbedaan kepentingan dan
tidak tercapainya kesepakatan antara pihak.?® Gagasan resolusi konflik
mencakup berbagai jenis perselisihan, alasan di baliknya, dan metode yang

digunakan untuk menyelesaikannya.?

* Ibid, hlm. 4
25 Salim H.S, Op.Cit, him. 136
26 Ibid, him. 137
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Pada penelitian ini penulis menggunakan teori penyelesaian
sengketa sebagai acuan untuk mencari strategi atas sengketa yang timbul.
Terlebih pada amar putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd hakim
mengabulkan gugatan penggugat yakni pihak JNE Kargo dengan
membatalkan hasil putusan mediasi yang telah dilakukan pihak konsumen
dan pihak ekspedisi. Putusan mediasi tersebut mengabulkan permohonan
konsumen untuk meminta ganti rugi atas laptop yang dihilangkan oleh pihak
ekspedisi. Namun, setelah dibawa ke pengadilan Negeri hakim menolak
gugatan pihak penggugat yakni ekspedisi untuk membatalkan hasil mediasi
BPSK dengan pertimbangan bahwa pihak penggugat dinilai cacat formil.
Apabila pithak penggugat tidak cacat formil maka hak-haknya akan
dikabulkan. Beranjak dari hal tersebut penulis merasa perlu untuk
menyelesaikan konflik tersebut dengan mencari strategi hukum agar
tercapainya keadilan bagi para pihak.

G. Metode Penelitian

Disiplin metode penelitian berfokus pada pencarian solusi sistematis atau
teratur untuk tantangan penelitian hukum. Berikut ini adalah metodologi

penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian normatif atau penelitian
kepustakaan. Salah satu jenis penelitian untuk menjawab tuntutan hukum
di masa mendatang adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum

yang memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang sudah ada dikenal
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sebagai penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

Jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian normatif
menelaah hukum dan peraturan serta mengevaluasi faktor-faktor hukum
seperti teori dan metodologi untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh
penelitian. Dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, teknik penelitian
normatif berkonsentrasi pada analisis hukum sebagai peraturan tertulis
serta hukum yang berbentuk tradisi atau kepatutan dalam keputusan
kasus.?’

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini, metodologi penelitian peneliti adalah sebagai
berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan /legislatif adalah metodologi yang digunakan
dengan cara menelaah berbagai permasalahan hukum yang ada saat
ini dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan topik penelitian penulis. Strategi ini meliputi pemahaman
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata (KUHPER), Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, UUPK, dan lain-lain.

b. Pendekatan Konseptual (consept approach)

Teori dan pendapat para spesialis yang muncul dalam bidang

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Sing
kat, Raja Grafindo Persada, 2003, him. 13-14
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ilmu hukum menjadi dasar pendekatan konseptual. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menghasilkan dan menemukan konsep yang
mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum
yang relevan. Konsep-konsep ini kemudian digunakan untuk
membangun argumen hukum guna mengatasi masalah yang

dihadapi.?®

. Pendekatan Analitis (4nalitis approach)

Metode ini melibatkan pemeriksaan sumber-sumber hukum
untuk menentukan makna konseptual dari terminologi yang
digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan
pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang tidak memuaskan
(Niet Ontvankelijk Verklraad) pada Putusan Mediasi BPSK
(Pemeriksaan perkara Putusan No. 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)

menjadi fokus metode kasus karya ilmiah ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunkan jenis bahan hukum primer,

sekunder,dan tersier.

a.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi
dokumen resmi negara, putusan pengadilan, notulen resmi, dan
peraturan perundang-undangan. Bahan hukum wutama yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

28 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, him. 135-136
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
dalam Lembar Negara tahun 2009 No. 157 Tambahan Lembar
Negara No. 5076

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dalam Lembar Negara tahun 1999 No. 22,
Tambahan Lembar Negara No. 3821

Peraturan Mahkamah Agung RI. No.l1 Tahun 2006 tentang
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan
BPSK

Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang

memberikan penjelasan tentang sumber hukum utama. Buku, jurnal,

makalah, artikel hukum, tesis, dan sumber lain yang berkaitan

dengan penelitian skripsi ini merupakan sumber bahan hukum

sekunder.?’

c. Bahan Hukum Tersier

hlm.72

2 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. 2012,
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Bahan hukum tersier adalah deskripsi dokumen hukum primer
dan sekunder yang ditemukan di surat kabar, terbitan berkala, kamus,
dan sumber lainnya.>°
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti
peraturan perundang-undangan dan memperkuatnya dengan informasi dari
internet dan literatur terkait, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan.>!

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan dibahas dengan
menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu menafsirkan dan
mendiskusikan bahan hukum yang diperoleh dan diolah berdasarkan
norma hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang berlaku. Diharapkan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan memiliki solusi.*
Teknik Penarikan Kesimpulan

Dengan membedah percakapan umum menjadi kesimpulan yang
lebih terfokus pada masalah, pendekatan deduktif adalah teknik yang

digunakan untuk sampai pada temuan.

30 Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah

Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 17

31 Ibid, him. 65
32 Ibid, him. 71
33 Ibid, him. 71
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